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Abstract 
 

The purpose of this study is to analyze and find out how much influence the 
implementation of the central and regional financial balance policies, either partially or 
simultaneously, has on the performance of local government development in Banten 
Province. The population in this study were employees of the Banten Province 
Government Work Unit from echelon I to echelon IV as many as 888 employees with 90 
samples taken by purposive sampling method. Data testing is done by using path 
analysis. The results show that the X to Y structure is the influence of the policy 
implementation variable (X) on the performance variable of the Banten Provincial 
Government (Y) with Path Analysis of 67.9%, and the influence value outside the model 
is 32.1%, where the value of the multiple correlation coefficient R = 0.824, it can be stated 
that the degree of influence is very close compared to other variables not examined, and 
in the sub-structures X1, X2, X3, and X4 to Y, the influence of aspects of policy 
implementation are aspects of policy content (X1), information (X2), support (X3) and the 
distribution of potential (X4) on Government performance of Banten Province (Y) with 
Path Analysis of 67.9% and the influence value outside the model is 32.1% where the 
multiple correlation coefficient value R = 0.824 can be stated the degree of influence is 
very close compared to the other variables. Others not investigated. 

 

Keywords: Policy Implementation, Central and Regional Financial Balance, 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh 

penerapan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, baik secara parsial maupun 

simultan, terhadap kinerja pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Banten. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Banten dari eselon I sampai 

eselon IV sebanyak 888 pegawai dengan 90 sampel yang diambil dengan metode purposive 

sampling. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa struktur X to Y merupakan pengaruh variabel implementasi kebijakan (X) 

terhadap variabel kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Y) dengan Path Analysis sebesar 67,9%, 

dan nilai pengaruh di luar model sebesar 32,1%, dimana nilai koefisien korelasi berganda R = 

0,824, dapat dinyatakan bahwa derajat pengaruh sangat dekat dibandingkan dengan variabel 

lain yang tidak diteliti, dan pada sub struktur X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y pengaruh aspek 

implementasi kebijakan yaitu aspek isi kebijakan (X1), informasi (X2), dukungan (X3) dan 

sebaran potensi (X4) terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Y) dengan Path Analysis 

sebesar 67,9% dan nilai pengaruh di luar model sebesar 32,1% dimana nilai koefisien korelasi 

ganda R = 0,824 dapat dinyatakan derajat pengaruhnya sangat dekat dibandingkan dengan 

variabel lainnya. Lainnya tidak diselidiki. (Lia Muliawaty, 2022) 

 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kinerja, 

Pemerintah Daerah. 
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